







A. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor.11K/Pid.Sus/2012 
Yang Dasar Hukumnya Telah Dinyatakan Tidak Berlaku Berdasarkan 
Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-V/2007 
Menurut Marjono Reksodiputro sistem peradilan pidana adalah sistem 
pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.46 Dari keempat  instansi  (badan)  
tersebut  merupakan  instansi  yang  masing-masing  berdiri  sendiri  secara  
administratif.  Kepolisian  mempunyai  puncak Mabes  Polri,  Kejaksaan  
mempunyai  puncak  Kejaksaan  Agung,  Pengadilan mempunyai  puncak  
Mahkamah  Agung  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  berada  dalam struktur  
organisasi  Departemen  Hukum  dan  HAM.  Dalam  pengertian  dan  gambara n 
sistem peradilan pidana seperti diuraikan dengan singkat di atas, maka kerjasama 
erat dalam  satu  sistem  oleh  keempat  instansi  adalah  suatu  keharusan.47  
Artinya lembaga- lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana 
tersebut mempunyai peran yang sangat penting berdasarkan tugas pokok dan 
fungsinya (tupoksinya). Penyidik berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHAP terdiri dari 
Polisi dan PNS yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk 
                                                                 
46
  Fransisca Avianti, Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem 
Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia, tesis, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum 
Universitas Diponegoro, 2008, hlm 49.  
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  I Wayan Tangun Susila, 2009, Sistem Peradilan Pidana (online), Http://Fl.Unud.Ac.Id/Block-
Book  /Block%20book%20Th.2009/BB%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%202009.pdf, (11 
May 2015).  
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melakukan penyidikan. Penyidikan adalah tahapan pertama untuk mencari dan 
mengumpulkan alat bukti yang ada, guna menemukan tersangkanya, kejaksaan 
merupakan lembaga yang diberi tugas untuk melakukan penuntutan terhadap 
seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan pengadilan adalah 
lembaga yang bertugas untuk melaksanakan peradilan, yang di dalamnya terdapat 
hakim sebagai pejabat peradilan Negara yang di beri wewenang oleh undang-
undang untuk mengadili, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat 
untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Adapun tujuan Sistem 
Peradilan Pidana adalah :48 
a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.  
b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas  
bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.  
c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 
mengulangi lagi kejahatannya.    
Sedangkan Proses Peradilan Pidana (Criminal Justice Proses) adalah 
setiap tahapan dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam 
proses yang membawanya pada ketentuan pidana baginya.49 Artinya proses 
peradilan pidana disini adalah suatu proses hukum terhadap seseorang yang diduga 
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, dari tahap penuntutan sampai putusan hakim 
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 S Kalo, 2012, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas  Dalam Perkara Nomor:3212/Pid.B 
/2007 /PN. Mdn (online), http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/32820/4/ Chapter%20I 
.pdf, (12 May 2015).  
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 Yesmil Anwar, dkk, Sistem Peradilan Pidana, W idya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm 33.    
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yang membawanya pada ketentuan pidana, baik itu di tingkat pengadilan Negeri 
sampai  Mahkamah Agung yang merupakan puncak dari peradilan, yang dilakukan 
berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berikut ini 
merupakan proses peradilan pidana dalam kasus malpraktik yang di lakukan oleh 
dr. Bambang.  
1. Proses Peradilan Pidana Dalam Kasus Malpraktik Dari Tingkat 
Pengadilan Negeri sampai Kasasi Di Mahkamah Agung      
Pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan terkait dengan proses 
peradilan pidana dari tingkat pengadilan negeri samapai pada tingkat kasasi di 








No. Indicator Pengadilan Negeri Mahkamah Agung 
1. Pertimbangan hakim 1. Posisi terdakwa pada sat itu tidak mempunyai ijin  
praktik dokter dirumah sakit Tingkat IV Kota Madiun 
(Rumah Sakit D.K.T), namun terdakwa tetap berpraktik 
di rumah sakit tingkat IV kota Madiun sebagai dokter 
tamu.  Pada tanggal 27 Oktober 2007 di kamar oiperasi 
bedah rumah sakit tingkat IV Madiun (Rumah Sakit  
D.K.T), terdakwa sendiri (tidak tergabung dalam team 
dokter ahli) dan hanya di bantu 4 (empat) orang perawat 
telah melakukan operasi mengangkat/ membuang 
tumor, dan melakukan penyambungan usus secara 
langsung terhadap Johanes Tri Handoko. Dalam hal ini 
perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan ketentuan 
pasal 76 Undang-Undang republic Indonesia Nomor 29 
Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.  
2. Terdakwa yang berprofesi sebagai dokter yang 
melaksanakan praktik kedokteran harusnya memberikan  
pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan 
standar prosedur operasional, tidak di lakukan dengan 
sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diatur dalam 
pasal 51 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.  
Sesuai dengan standar prosedur operasional, 
pelaksanaan operasi besar harus di lakukan oleh tim 
dokter ahli, akan tetapi dalam melakukan operasi, 
mengangkat/membuang  Tumor dan melakukan  
penyambungan usus terhadap Johanes Tri Handoko, 
tidak dilakukan oleh team dokter ahli, melainkan hanya 
dilakukan oleh terdakwa sendiri, dengan di bantu 4 
(empat) orang perawat rumah sakit tingkat IV kota 
Madiun (rumah sakit D.K.T).  
Setelah  Johanes Tri Handoko  dipindah ke sal rawat 
inap, kemudian sadar,  Johanes Tri Handoko merasa 
kesakitan terus menerus dan terjadi kembung, akhirnya 
pada tanggal 2 November 2007 oleh Terdakwa diru juk 
1. Bahwa perbuatan terdakwa yang sudah di nyatakan 
terbukti oleh judex facti, yaitu terdakwa menerima pasien 
untuk di operasi atau bedah tumor Padahal terdakwa 
belum berstatus sebagai ahli bedah.  
2. Bahwa terdakwa dr. Bambang benar telah melakukan  
perbuatan tidak memenuhi kewajibannya memberikan  
pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan 
standar prosedur operasional, hal ini diketahui dari hasil 
temuan dr. januar Fitriad i bahwa “ada kebocoran pada 
jahitan sambungan, sehingga harus dilakukan operasi 
ulang.  
3. Selain itu status terdakwa pada rumah sakit DKT Madiun 
hanyalah sebagai dokter tamu, terdakwa sama sekali 
tidak mempunyai Surat Ijin Praktik (SIP) untuk 
berpraktik d i rumah sakit DKT Madiun. 
4. Bahwa di persidangan terungkapa jika terdakwa hanya 
mempunyai Surat Ijin Prakt ik (SIP) d i rumah terdakwa di 
jalan mayjen sungkono nomor : 27 Madiun, sedangkan 
di rumah sakit DKT Madiun tidak mempunyai Surat Ijin  
Prakt ik (SIP), padahal sesuai dengan ketentuan bahwa 
Surat Ijin Praktik (SIP) hanya berlaku satu tempat.  
5. Terungkap dalam t indakan operasi yang di lakukan oleh  
tim dokter ahli rumah sakit Mit ra Keluarga Surabaya, 
telah menemukan benang jahitan warna hitam yang 
tertinggal pada usus besar akibat operasi yang 
dilakukanoleh terdakwa di rumah sakit DKT Madiun, 
akibatnya Johanes Tri Handoko meninggal dunia. 
Perbuatan terdakwa merupakan conditio sine qua non 
dan mempunyai hubungan kausal terhadap 
meninggalnya Johanes Tri Handoko.           
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ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Surabaya untuk 
dilakukan operasi oleh tim dokter ahli yang terdiri dari : 
dr. J. Iswanto (Dokter Spesialis Bedah), dr. Subiakto 
(Dokter Anestesi/bius) dan dr. Theresia 
(Radiologi/jantung) dibantu para medis, sesuai standar 
prosedur operasional.  
Pada tanggal 2 November 2007 d ilakukan operasi yang 
pertama, dengan melakukan evakuasi cairan faeses dan 
cairan warna kuning seperti nanah sebanyak +  1 liter 
yang mengkontaminasi dan menginfeksi rongga perut, 
diikuti pencucian rongga perut dengan larutan garam 
fisiologis. kemudian pada tanggal 4  November 2007 
dilakukan operasi yang kedua, untuk mengatasi 
sambungan usus besar sebagai akibat operasi yang 
dilakukan oleh  Terdakwa Di Rumah Sakit Tingkat IV 
Kota Madiun, dan tim ahli tersebut juga menemukan  
benang jahitan warna hitam yang tertinggal pada usus 
besar yang bocor. Pada tanggal 20 juli 2008  Johanes 
Tri Handoko meninggal dunia.    
2.  Putusan  1. Menyatakan terdakwa dr. BAMBANG SUPRAPTO, 
Sp.B.M.Surg terbukti melakukan perbuatan yang di 
dakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut 
tidak merupakan suatu tindak pidana; 
2. Melepaskan terdakwa  dr. BAMBANG SUPRAPTO, 
Sp.B.M.Surg dari segala tuntutan hukum; 
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, 
kedudukan, dan harkat, serta martabatnya.  
1. Menyatakan terdakwa dr.Bambang Suprapto, 
Sp.B.M.Surg, terbukt i bersalah melakukan tindak pidana 
“dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa 
memiliki surat ijin prakt ik dan tidak memenuhi 
kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai 
dengan standar profesi dan standar operasional prosedur”.  
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara 1 tahun 6 bulan ; 
3. Memerintahkan suapaya terdakwa di tahan.     
3.  Penggunaan dasar hukum  1. Pasal 76 Undang-Undang republic Indonesia Nomo r 29 
Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.  
2. Pasal 79 Undang-Undang republic Indonesia Nomor 29 
1. Pasal 76 Undang-Undang republic Indonesia Nomor 29 
Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.  
2. Pasal 79 huruf C Undang-Undang republic Indonesia 
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Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.  Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 
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Dari table di atas penulis berkesimpulan bahwa dari proses peradilan 
pidana dari tingkat pengadilan Negeri sampai kasasi di Mahkamah Agung, 
terdapat beberapa hal yang perlu penulis utarakan terkait kasus di atas, terkait dari 
pertimbangan hakim, putusan, penggunaan dasar hukum dalam mengambil 
putusan dalam perkara pidana tersebut. Pertimbangan hakim dalam kasus di atas, 
hakim mempunyai pendapat yang tidak jauh berbeda dari setiap tingkat peradilan 
baik itu dipengadilan negeri maupun di tingkat kasasi di Mahkamh Agung. Dari 
segi putusannya ada beberapa perbedaan yang terjadi di setiapa tingkat peradilan, 
pada tingkat pengadilan negeri hakim menjatuhkan putusan onslag van recht 
vervolging (ada perbuatan tapi bukan merupakan tindak pidana) atau vonis lepas 
terhadap dr. Bambang.  
Pada tingkat kasasi di Mahkamh Agung hakim menjatuhkan vonis kepada 
dr. Bambang dengan pidana penjara selama 1 tahu 6 bulan. Padahal dasar hukum 
yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut sudah di nyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamh Konstitusi pada 
tahun 2007.  Dari segi penggunaan dasar hukum yang digunakan oleh hakim 
dalam memutus perkara dalam kasus malpraktik di atas, pada tingkat peradilan 
dari pengadilan negeri samapai kasasi di mahkamah agung tidak jauh berbeda 
yaitu mengunakan pasal 76 dan 79 huruf C  Undang-Undang republic Indonesia 
Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 
Dari beberapa hal yang penulis utarakan di atas, penulis berpendapat 
adanya krisis legitimasi yang terjadi dalam proses peradilan pidana dalam kasus 
malpraktik di atas. Dimana dasar hukum yang di gunakan hakim Mahkamah 
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Agung dalam memutus perkara malapraktik pada tingkat kasasi tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
No.4/PUU-V/2007. 
2.Analisa Putusan Mahkamah Agung paska Putusan Mahkamah 
Konstitusi 
Pada pembahasan selanjutnya penulis akan menganalisa mengenai 
putusan Mahkamah Agung paska putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-
V/2007, sebagai berikut;  
Pada tanggal 25 Januari 2007 terjadilah Konstitusional Review50 yang di 
lakukan oleh warga Negara yang mayoritas berprofesi sebagai Dokter dan 
Purnawirawan TNI-AD/ Hakim Mahkamah Militer terhadap beberapa ketentuan 
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang 
Praktik Kedokteran yang dirasa merugikan hak konstitusional dari pemohon 
sehingga di mohonkan untuk di uji materil di Mahkamah Konstitusi. Berikut ini 
alasan pemohon terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang di 
mohonkan untuk di uji materil di Mahkamah Konstitusi:51 
1. Pasal 75 (1), Pasal 76; Pasal 79 huruf a dan Pasal 79 huruf c materi 
muatannya telah melakukan kriminalisasi atas tindakan dokter yang 
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 Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jelas di tentukan, 
Mahkamah Konstitusi berwenang Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945, dalam rangka pengujian peraturan perundang-undangan Undang-Undang 
Dasar 1945, alat pengukur untuk menilai atau dalam menjalankan keg iatan pengujian itu adalah 
Undang-Undang Dasar 1945, bukan  undang-undang seperti di Mahkamah Agung, karena itu, dapat 
dikatakan bahwa pengujian yang di lakukan oleh Mahkamah Konstutusi adalah pengujian 
konstitusionalitas menurut Undang-Undang Dasar 1945.      
51
 Alasan pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/200747.  
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berpraktik kedokteran namun tidak dilengkapi STR, SIP dan tidak 
memasang papan nama, serta tidak menambah ilmu pengetahuan 
dengan ancaman pidana yang cukup berat dan denda yang kelewat 
mahal. 
2. Menolak kriminalisasi praktik kedokteran yang tidak mengantongi 
STR dan/atau SIP sebagaimana diatur dalam Pasal 75(1), 76, 79 huruf 
c dengan alasan tidak memenuhi unsur – unsur perbuatan pidana .  
3. Ketentuan Sanksi berupa pidana penjara  atau pidana denda  
sebagaimana diatur oleh Pasal 75(1), 76, 79 huruf a dan c sangat 
keberatan karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran 
administratif dan sanksi oleh profesi saja.  
4. Pencantuman sanski pidana dalam perspektif hukum pidana yang 
humanistis dan terkait erat dengan kode etik, adalah tidak tepat dan 
tidak proporsional. Pendapat Prof Muladi dan Prof Barda Nawawi 
Arif  dalam buku Bunga Rampai Hukum Pidana Hal 73 antara lain 
menegaskan : penerapan hukum pidana harus rasional, menjaga 
keselarasan antara social defence, prosedural fairness and substantive 
justice, prevention without punishment.  
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Pada tanggal 19 juni 2007 dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi 
yang terbuka untuk umum, memberikan putusan yang menyatakan terhadap 
permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian, meyatakan:52 
1.  Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan Pasal 79 sepanjang mengenai 
kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau” serta Pasal 79 
huruf c sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e” Undang-Undang 
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4431) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Menyatakan Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-
kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan Pasal 79 sepanjang 
mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau” serta 
Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e” 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
 Berikut ini pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 4/PUU-V/2007:53 
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 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/200747.  
53
 Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/200747. 
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1. Ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun, yang ditentukan 
dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 Undang-Undang Republik 
Indonesia Tentang Praktik Kedokteran, serta ancaman pidana 
kurungan paling lama satu tahun, yang diatur Pasal 79 huruf a Undang-
Undang Republik Indonesia Tentang Praktik Kedokteran  telah 
menimbulkan perasaan tidak aman dan ketakutan sebagai akibat tidak 
proporsionalnya antara pelanggaran yang dilakukan dengan ancaman 
pidana yang diatur dalam undang-undang a quo. Hal demikian tidak 
sesuai dengan maksud Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:54 
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang merupakan hak asasi.”  
 
Sebaliknya, bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan 
juga dirugikan. Padahal, pelayanan kesehatan merupakan hak asasi 
manusia menurut Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan”.55 
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 Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  
55
 Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  
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2. Selain itu, Pasal 79 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran juga memuat 
“ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling 
banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditujukan 
terhadap dokter yang tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan 
dalam Pasal 51 huruf e” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 
29 Tahun 2004  Tentang Praktik Kedokteran, yaitu menambah ilmu 
pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau 
kedokteran gigi.  
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, Perbuatan “tidak 
menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu 
kedokteran atau kedokteran gigi” bukan merupakan tindak pidana. 
Maka Pasal 79 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 29 
Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang memasukkan perbuatan 
demikian sebagai tindak pidana dan mengancamnya dengan pidana 
kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertentangan dengan hak atas 
kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D 
Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan 
Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan adalah hak.  
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Beberapa bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi terjadi kasus 
malpraktik yang melibatkan seorang dokter yang bermula saat ia membedah 
pasien yang bernama, Johanes Tri Handoko, pada 25 Oktober 2007. Namun usai di 
bedah, Handoko yang di diagnosa diduga menderita kanker usus, kondisinya tidak 
membaik karena ada benang yang tertinggal didalam. Kemudian oleh keluarganya 
dilarikan kesebuah rumah sakit di Surabaya dan kembali di lakukan pembedahan 
di rumah sakit tersebut pada tangal 4 November 2007. Namun takdir berkata lain. 
setelah menjalani pembedahan dan perawatan di Surabaya, Handoko meninggal 
dunia pada tangal 20 juli 2008. Atas meninggalnya Handoko, pihak keluarga tidak 
terima dan melaporkan dr. Bambang ke polisi. Oleh polisi, dr. Bambang dijerat 
pasal 76 dan 79 huruf C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 
2004 tentang Praktek Kedokteran. 56  
Namun dalam sidang dengan agenda vonis di Pengadilan Negeri Kota 
Madiun tanggal 6 oktober 2013, hakim menjatuhkan vonis Onslag Van Recht 
Vervolging (ada perbuatan namun bukan perbuatan tindak pidana) atau vonis lepas 
terhadap dr. Bambang. Padahal dalam sidang sebelumnya dengan agenda tuntutan 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dr. Bambang dengan pidana denda Rp 100 
juta. 
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 Mohammad Ridwan, Kasus Benang Tertinggal Diperut, Kejaksaan Tunda Eksekusi 
Dr.Bambang, Lensamedia.com (online) , http://www.lensaindonesia.com/2014/09/16/kasus -benang-
tertinggal-diperut-kejaksaan-tunda-eksekusi-dr-bambang-html, (22 februari 2015).  
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Tak terima atas putusan hakim pada tingkat pertama, kemudian JPU 
M.Safir dan Suhardono, mengajukan kasasi dengan alasan sebagai berikut:57  
1. Bahwa judec factie (Pengadilan Negeri) tidak menerapkan peraturan 
hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, oleh 
karena dalam pertimbangannya menyatakan “tindakan yang dilakukan 
Terdakwa adalah dalam keadaan darurat”, sehingga perbuatan 
Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Padahal 
Majelis Hakim a quo dalam pertimbangannya bahwa semua unsur 
dalam dakwaan pertama telah terbukti.  
2. Bahwa judec factie (Pengadilan Negeri) tidak menerapkan peraturan 
hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, oleh 
karena tidak mempertimbangkan secara utuh mengenai Pasal 76 
Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. 
Dimana unsur dari pasal tersebut sebagaimana yang telah dibuktikan 
oleh Majelis Hakim a quo, tidak ada relevansinya dengan keadaan 
darurat, karena sebelum pasienYohanes Tri Handoko dioperasi oleh 
Terdakwa, pasien Yohanes Tri Handoko diantar isterinya telah 
beberapa kali datang ke tempat praktik Terdakwa, dan sebelum 
ditentukan kapan akan dilakukan operasi, te lah dilakukan serangkaian 
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pemeriksaan oleh Terdakwa terhadap pasien Yohanes Tri Handoko, 
hasilnya kondisi pasien baik sehingga layak untuk dilakukan operasi, 
sehingga menurut kami kondisi pasien tersebut bukanlah dalam 
keadaan darurat.  
3. Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) tidak menerapkan peraturan 
hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, oleh 
karena mengenai ketentuan Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor : 
29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang menyatakan “bahwa 
pada tanggal 25 Oktober 2007 sekitar pukul 16.00 WIB dilaksanakan 
operasi pengangkatan tumor pada usus besar bagian bawah pasien 
Yohanes Tri Handoko operasi dilakukan oleh Tim yang terdiri dari 
Terdakwa selaku oprator, dibantu oleh ISMARDIANTORO selaku 
petugas yang menyiapkan alat-alat, SUDARSONO selaku petugas 
anestesi, SUNAR selaku perawat dan seorang lagi petugas 
administrasi. Bahwa dengan demikian telah terbukti operasi tersebut 
tidak dilakukan Tim ahli karena ISMANDIANTORO, SUNAR dan 
SUDARSONO bukanlah ahli melainkan hanya Ahli Madya Kesehatan. 
Menurut kami tindakan Terdakwa dalam operasi tersebut tidak sesuai 
dengan standar prosedur operasional pada umumnya yang dilakukan 
oleh dokter dalam melakukan tindakan operasi besar.  
4. Bahwa judec factie (Pengadilan Negeri) tidak menerapkan peraturan 
hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, oleh 
karena dalam pertimbangannya menyatakan “bahwa berdasarkan Pasal 
1 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat 
dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana 
yang telah ada (azas legalitas), hal ini berarti untuk menjatuhkan 
sanksi/pidana terhadap seseorang, disyaratkan perbuatan atau peristiwa 
yang diwujudkan harus lebih dahulu dilarang atau diperintahkan oleh 
peraturan hukum pidana tertulis dan terhadapnya telah ditetapkan 
peraturan pidana tau sanksi hukum, dengan kata lain harus ada 
peraturan hukum pidana (strafrechtsnorm) dan peraturan pidana 
(strafnorm) lebih dahulu daripada perbuatan/peristiwa. Menurut 
pendapat kami perbuatan Terdakwa sudah merupakan perbuatan 
pidana karena telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan 
dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 
2004 tentang Praktik Kedokteran. Bahwa dalam Pasal 51 huruf a 
Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2004 disebutkan bahwa dokter 
atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai 
kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi 
dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.  
Dalam putusan kasasi, majelis hakim Agung yang diketuai Artidjo 
Alkostar dengan dua anggota masing-masing Surya Jaya dan Andi Samsan 




1. Terdakwa dr.Bambang Suprapto, Sp.B.M.Surg, terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan praktek 
kedokteran tanpa memiliki surat ijin praktik dan tidak memenuhi 
kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar 
profesi dan standar operasional prosedur”.  
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 tahun 6 
bulan ; 
3.  Memerintahkan suapaya terdakwa di tahan.       
Dalam realita putusan pengadilan terhadap kasus malpraktik di atas, jika 
kita lihat dari segi sifat putusan kedua lembaga tersebut jelas memiliki akibat 
hukum yang tidak sama yaitu antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 
Putusan Mahkamah Agung bersifat final, namun dapat dilakukan upaya hukum, 
berupa Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap dan grasi. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan grasi kepada presiden.58  
Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak di ucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat 
ditempuh, sifat final dalam putusan mahkamah kostitusi dalam Undang-undang ini 
mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).  59 Berbeda dengan 
putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, Putusan Mahkamah 
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Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-undang mengikat semua komponen 
bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara.  
Dalam perkara pengujian Undang-undang, yang diuji adalah norma 
Undang-undang yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Walaupun dasar 
permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, 
namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum 
seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi.60     
Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung 
bersifat final namun dapat dilakukan upaya hukum sedangkan Putusan Mahkamah 
Konstitusi bersifat final dan mengikat. Karena putusan Mahkamah Konstitusi 
bersifat final dan mengikat, maka putusan Mahkamah Konstitusi yang 
mengabulkan suatu permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar, baik mengabulkan sebagian maupun seluruhnya, dengan sendirinya 
telah mengubah ketentuan suatu undang-undang dengan menyatakannya 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan tidak memilikin kekuatan hukum mengikat.  
Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa putusan 
Mahkamah Agung Nomor 11K/Pid.Sus/2012 yang menggunakan dasar hukum 
Pasal 76 dan Pasal 79 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 
Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dalam memutus perkara dengan 
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terpidana dr. Bambang, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Di 
karenakan Pasal 76 dan 79 huruf C sudah dinyatakan tidak berlaku terkait dengan 
ketentuan sanksi pidananya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
4/PUU -V/2007.  
Apabila pejabat penyelenggara Negara (hakim) dalam memutus suatu 
perkara menggunakan dasar hukum yang sudah dinyatakan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamh Konstitusi, maka putusan tersebut sudah 
jelas bertentangan dengan salah satu asas dalam hukum pidana yaitu asas legalitas 
dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana 
dalam asas ini mempunyai ketentuan bahwa suatu perbuatan atau tindakan yang di 
lakukan oleh seseorang tidak dapat di pidana, kecuali  telah ada suatu ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang terlebih dahulu mengaturnya. 
Sehingga dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara 
malpraktik pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, tidak dapat dijadikan sebagai 
dasar hukum di karenakan ketentuan dalam undang-undang tersebut sudah 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terkait dengan 
ketentuan sanksi pidananya, sehingga penyelenggara Negara (Hakim) tidak dapat 
lagi menggunakan ketentuan tersebut sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan 







B. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial, 
apabila pasal yang didakwakan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Studi 
analisis putusan Mahkamah Agung Nomor. 111K/Pid.Sus/2012).  
Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis 
oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan 
di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses prosedural 
hukum acara pidana pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan 
problematika yang terjadi dimasyarakat guna terciptanya kepastian hukum dan 
keadilan.   
Adapun Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman untuk dapat 
memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan 
mencerminkan keadilan, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berikut ini merupakan asas 
yang berhubungan dengan isu hukum yang penulis teliti, yaitu Pasal 5 ayat 1 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman menyatakan bahwa; “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat.”61   
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Dalam Pasal tersebut mempunyai makna dimana hakim dan hakim 
konstitusi mempunyai kewajiban untuk memahami segala permasalahan hukum 
yang sedang di adilinya untuk segera diselesaikan tidak hanya berdasarkan 
ketentuan hukum positif kita tetapi hakim juga di mungkinkan untuk menggali 
nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat kita, selain itu hakim juga wajib 
mengikuti perkembangan yang terjadi khususnya terkait dengan adanya perubahan 
peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku. 
 Terkait dengan isu hukum yang penulis teliti, hakim yang pada saat itu 
bertugas mengadili kasus malpraktik pada tingkat kasasi, akibat ketidak tahuannya 
akan dasar hukum yang digunakan untuk memvonis dr.Bambang selaku terpidana 
dalam kasus tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh 
putusan mahkamah konstitusi.  
Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan; “Hakim dan hakim konstitusi 
harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, 
profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.”62 Dalam pasal tersebut hakim 
dan hakim konstitusi di wajibkan memilki kepribadian yang baik dan professional 
di bidang hukum untuk bisa menyelesaikan setiap permasahan hukum yang 
menjadi tugasnya sebagai pejabat penyelenggara Negara.  
Permasalahan yang esensial dalam penegakan hukum di Indonesia bukan 
hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga 
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berasal dari faktor aparat penegak hukumnya hal ini bisa kita lihat dalam putusan 
Mahkamah Agung terhadap kasus malpraktik yang di lakukan oleh dr.Bambang, 
hakim yang pada waktu itu mengadili perkara tersebut tidak mencerminkan apa 
yang di amanatkan dalam asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang 
di atur dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu tidak profesionalnya hakim dalam 
menggunakan dasar hukum, hal ini terlihat dalam putusan di tingkat kasasi yang 
menjatuhkan vonis pidana 1,6 (satu tahun enam bulan) bulan  kepada dr.Bambang 
dengan dasar hukum yang ketentuan sanksi pidananya sudah tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahakamah Konstitusi.   
Mengenai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap dapat langsung di lakukan perintah penahanan terhadap terpidana karena 
telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan 
sebagaimana yang telah terbukti dalam proses persidangan. Sebagaimana yang 
diatur dalam Pasal 270 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 1981 
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni:63   
“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera 
mengrimkan salinan surat putusan kepadanya.”  
 
Putusan Mahkamah Agung merupakan putusan akhir dan tidak ada upaya 
hukum biasa bisa membatalkannya dan karena itu, putusan Mahkamah Agung 
mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus segera di laksanakan hal ini di 
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pertegas dalam Pasal 197 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8 
Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang 
menyatakan bahwa: “Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan 
dalam undang-undang ini.”64  
Hal itu juga bisa dilihat dari makna yang terdapat dalam permohonan 
pengajuan peninjauan kemabali yang merupakan uapaya hukum luar biasa 
terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak 
menangguhkan eksekusi terhadap putusan tersebut, sebagaimana yang di atur 
dalam Pasal 268 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 
1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang 
menyatakan bahwa; “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak 
menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.”65  
Akan tetapi beda halnya jika kondisinya seperti Putusan atas perkara 
kasasi Nomor .1110 K/Pid.Sus/2012 merupakan putusan hakim yang cacat hukum 
dikarenakan memvonis dr.Bambang sebagai terpidana dalam kasus malpraktik 
dengan dasar hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat  terkait 
dengan ketentuan sanksi pidananya, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 197 
ayat 1 juncto ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 1981 
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Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang 
mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.  
Argumentasi penulis disini menyatakan bahwa putusan tersebut batal 
demi hukum adalah berdasarkan pada Pasal 197 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa:66  
“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang 
memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. 
 
 Terkait dengan ketentuan dalam Pasal tersebut, hakim dalam 
merumuskan suatu putusannya berdasar pada suatu ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
terkait dengan ketentuan sanksi pidananya akan tetapi tetap di jadikan sebagai 
dasar hukum dalam menjatuhkan vonis pidana kepada dr.Bambang selaku 
terpidana dalam kasus malpraktik.     
Sifat kebatalan putusan tersebut di pertegas dalam Pasal 197 ayat 2 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 1981 Tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa; “Tidak 
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dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,I,j,k, dan l pasal ini 
mengakibatkan putusan batal demi hukum”.67  
Tindakan jaksa yang apabila melakukan eksekusi atas dasar putusan batal 
demi hukum khususnya dalam putusan kasasi Nomor No.1110 K/Pid.Sus/2012 
terhadap dr.Bambang sebagai terpidana dalam kasus malpraktik merupakan 
pelanggaran secara konstitusional pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara 
Indonesia Negara Hukum, artinya klausula tersebut mempunyai makna bahwa 
setiap tindakan warga Negara dan aparat penyelenggara Negara haruslah 
berdasarkan hukum.  
Pelaksanaan eksekusi atas putusan yang batal demi hukum juga 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, ketentuan dalam pasal tersebut menekankan hak 
konstitusional kepada “setiap orang” atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
kepastian hukum yang adil”.  
Selain itu sikap memaksakan eksekusi atas putusan yang batal demi 
hukum juga melanggar Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa: 68  
“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa 
bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma 
keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan 
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menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam 
masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat 
profesinya.”  
 
Putusan kasasi Nomor No.1110 K/Pid.Sus/2012 secara tegas, nyata dan 
jelas memperlihatkan kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam menyusun putusan 
tersebut yaitu dengan digunakannya suatu Pasal yang sudah tidak mempunyai 
kekuatan hukum yang mengikat terkait dengan ketentuan sanksi pidananya oleh 
putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut memang menunjukkan bahwa 
perbuatan yang didakwakan terbukti akan tetapi putusan tersebut tidak bisa di 
lakukan eksekusi (pemidanaan) dikarenakan putusan tersebut adalah putusan yang 
cacat (batal demi hukum) dan juga putusan yang tidak memiliki kekuatan 
eksekutorial.  
Sehingga Berdasarkan penjelasan di atas penulis berkesimpulan bahwa 
dalam proses peradilan pidana dari tingkat pengadilan negeri sampai tingkat kasasi 
di Mahkamah Agung yang berujung pada vonis pidana penjara 1 tahun 6 bulan 
terhadap dr. Bambang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, di 
karenakan dasar hukum yang di gunakan hakim sudah di nyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
4/PUU -V/2007, maka secara tidak langsung sifat eksekutorial dari putusan 
pengadilan terhadap terdakwa tidak bisa di lakukan eksekusi atas putusan kasasi 
dari mahkamah agung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 270 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  
